










































 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            K E M E N T E R I A N  D A L A M  N E G E R I 
R E P U B L I K  I N D O N E S I A 

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 
Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Kalibata, Jakarta Selatan 

Telp/Fax. (021) 7943421-7943422 
 

 
 

    Jakarta, 5 Agustus 2022 
    

Nomor  : 895.3/6670/BPSDM   Yth. Ketua Umum Partai Gerakan 
Indonesia Raya 
di- 
     Tempat 
       

Sifat : 
 

 
Lampiran :   
Hal : Penyelenggaraan Pendalaman 

Tugas bagi Anggota DPRD. 
 

 

Menunjuk surat Saudara Nomor 07-0434/B/DPP-GERINDRA/2022 

tanggal 21 Juli 2022 hal Pemberitahuan dan Permohonan Rekomendasi 

Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa 

berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah 

memenuhi syarat, selanjutnya bersama ini memberikan rekomendasi 

pelaksanaan kegiatan Bimtek bagi Anggota DPRD Partai Gerakan Indonesia 

Raya yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 13 Agustus 2022 Bertempat 

di Sentul International Convention Center (SICC) Jalan Jenderal Sudirman, 

Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madan, Bogor. 

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman 

Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota juncto Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 14 Tahun 2018 serta Peraturan lainnya terkait Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19); 

2. Penyelenggaraan wajib berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 895.3/6208/BPSDM tanggal 31 Agustus 

2021 tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota 

DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain, sebagai berikut: 

a. Tempat pelaksanaan pendalaman tugas berada pada daerah dengan 
kategori zonasi resiko tidak terdampak atau tidak ada kasus atau resiko 
rendah, berdasarkan data levelisasi dan zonasi resiko yang dikeluarkan 
oleh pihak yang berwenang dalam penanganan COVID-19; 

b. Pelaksanaan Pendalaman Tugas di tingkat Provinsi berpedoman pada 
kebijakan dari Pemerintah Provinsi setempat;  

c. Memastikan peserta dalam kondisi sehat dan wajib memiliki 
sertifikat/kartu vaksin minimal 2 (dua) kali dan atau Booster serta 
terintegrasi dalam aplikasi pedulilindungi.id; 

d. Jumlah peserta dalam satu kegiatan berpedoman pada Instruksi 
Menteri Dalam Negeri serta wajib menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma 
lima meter); 
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e. Peserta wajib menggunakan masker selama kegiatan berlangsung; 

f. Memastikan tersedianya hand sanitizer atau tempat cuci tangan; 

g. Memastikan akomodasi peserta 1 kamar untuk 1 orang; 

h. Bahan ajar diberikan dalam bentuk digital; 

i. Hal-hal lain yang di atur dalam protokol kesehatan Covid-19. 

3. Proses penyelenggaraan Bimtek agar dilakukan dengan metode 

pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar 

agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan 

sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota DPRD; 

4. Materi Bimtek agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan; 

5. Anggaran Bimtek agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan 

menjadi tanggung jawab pihak Partai Gerakan Indonesia Raya; 

6. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimtek secara tertulis 

kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kemendagri. Laporan dimaksud mendeskripsikan 

seluruh proses pembelajaran antara lain partisipasi peserta, metode 

pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga  pengajar/narasumber 

yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan 

dengan melampirkan: 

a. Jadwal kegiatan; 

b. Sambutan pembukaan; 

c. Materi/bahan paparan masing-masing narasumber; 

d. Biodata peserta; 

e. Daftar hadir peserta; 

f. Daftar hadir narasumber; 

g. Sambutan penutupan;      

h. Fotocopy surat jawaban dari Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kemendagri atas usulan penyelenggaraan kegiatan; 

i. Fotocopy STTPP/Sertifikat/Piagam Penghargaan; 

j. Evaluasi penyelenggaraan;  

7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian 

Dalam Negeri (Kemendagri) akan menugaskan 1 (satu) orang pegawai 

BPSDM Kemendagri guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi 

terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimtek dimaksud dengan biaya 

monitoring dan evaluasi dibebankan pada pihak penyelenggara. Hasil 

monitoring dan evaluasi disampaikan kepada  Kepala BPSDM Kementerian 

Dalam Negeri melalui Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi 

Pemerintahan Dalam Negeri, sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan 

dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya; 

8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada BPSDM Kemendagri 

yang ditandatangani oleh Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya; 
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9. Jika dalam pelaksanaan pendalaman tugas tidak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, maka:  

a. penundaan nomor registrasi; dan/atau 

b. menjadi pertimbangan penerbitan rekomendasi kegiatan berikutnya; 

10. Seluruh aspek penyelenggaraan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan 

dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD, 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara yang telah 

diberikan rekomendasi; 

11. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDM 

Kemendagri u.p. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam 

Negeri melalui Telp/Fax. (021) 7943421.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerja sama yang baik diucapkan 

terima kasih.   

  

 

a.n. Kepala Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Sekretaris, 

                          
 

 

 

 

Tembusan: 

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri; 
3. Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 

 

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.
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